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PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI  
DAN DOKUMENTASI PELAKSANA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA  

DAN STATISTIK KOTA DENPASAR  

                         NOMOR 100.3.3/018/DKIS  

TENTANG 

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN  

DI LINGKUNGAN DINAS KOMUNIKASI, 
INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA DENPASAR  

 
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA 

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK  

KOTA DENPASAR, 
 

Menimbang  
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
Mengingat  

 
 

: 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
: 

a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses 
oleh setiap pengguna Informasi Publik; 
 

b. bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan 
terbatas; 

 

c. bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik, 
Badan Publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap 

kebijakan yang diambil; 
 
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan 
Keputusan Kepala Dinas tentang Klasifikasi Informasi Yang 

Dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar. 
 
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan 

Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465); 

 
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan 

Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4846);  

 
 
 



 

 
 

 
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan   

Daerah (Lembaran Negara Republik  Indonesia  Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang 
Penyesuaian Pidana,  (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 7153); 
 

4. Peraturan Walikota Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pedoman 

Pengelolaan      Pelayanan    I  nformasi    Dan    Dokumentasi  
Di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar; 

 
5. Keputusan Walikota Nomor 100.3.3.3/934/HK/2024 tentang 

Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi 

Dan Pembentukan Pengelolaan Layanan Informasi Dan 
Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar. 

 
MEMUTUSKAN : 

 

MENETAPKAN 
 
PERTAMA 

 
 

KEDUA 
 
 

 
KETIGA 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

: 
 
: 

 
 

: 
 
 

 
: 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN  
 

Informasi sebagaimana disebutkan pada lampiran I ini 

merupakan Informasi yang Dikecualikan. 
 

Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 100.3.3/018/DKIS 
TAHUN 2026 yang tercantum pada lampiran ini merupakan 
bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. 

 
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

 

 
 
 

 
 

 
 

 

      Ditetapkan di  Denpasar  

      pada tanggal 28 Juli 2026 

 

 
 

 

 

 

                

Tembusan disampaikan kepada : 

Yth.1. Walikota Denpasar 
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar 
3. Inspektur Kota Denpasar 

4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Denpasar 
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar 

6. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Denpasar 

7. Arsip 

 
 
 

 



 

 

 

 
 



LAMPIRAN I : 
 

 

PENETAPAN   PEJABAT  PENGELOLA INFORMASI  
DAN             DOKUMENTASI              PELAKSANA,     

DINAS            KOMUNIKASI             INFORMATIKA   
DAN   STATISTIK  PEMERINTAH KOTA DENPASAR 

TANGGAL    :   28 JULI 2026 
NOMOR       :  100.3.3/018/DKIS/2026 
TENTANG    :   KLASIFIKASI       INFORMASI        YANG  

                        DIKECUALIKAN    DI         LINGKUNGAN  
                       PEMERINTAH        KOTA       DENPASAR 

 

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI 
NOMOR 100.3.3/018/DKIS TAHUN 2026 

 
Pada hari Kamis, tanggal 09 bulan Juli tahun 2026 bertempat di daring zoom meeting telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap 

Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini: 

 

No 

Pemilik 

Informasi 

Informasi yang 

dikecualikan 

Dasar Hukum 

Pengecualian Informasi 

Konsekuensi 

Jangka Waktu Akibat Bila Dibuka 

Manfaat Jika 

Ditutup 

1 Dinas 

Komunikasi, 
Informatika 

Dan Statistik 
Kota Denpasar 

Sistem Managemen 

Database: Informasi atau 
dokumen terkait hak 

akses aplikasi dan server 

Pasal 17 huruf c 

angka 6 UU No 14 Th 
2008 Informasi Publik 

yang apabila dibuka dan 
diberikan kepada 
Pemohon Informasi 

Publik dapat 
mengungkap rahasia 

data yang dikelola pada 
aplikasi tersebut 

Dapat 

mengungkap data 
rahasia pada 

aplikasi tersebut 

Menjaga 

rahasia data pada 
aplikasi tersebut 

Selama jangka 

waktu yang 
dibutuhkan 



 

 

Bandwidth Management 
termasuk informasi dan 

lokasi NOC dan 
konfigurasi jaringan 

Pasal 17 huruf b 
dan j UU No 14 Th 2008 

UU 11 tahun 2008 

Dapat 
menyebabkan 

serangan terhadap 
pengelolaan 
jaringan 

Menjaga 
pengelolaan 

jaringan 

Selama jangka 
waktu yang 

dibutuhkan 

2 Dinas 
Komunikasi, 

Informatika 
Dan Statistik 
Kota Denpasar 

Data pribadi kepegawaian 
(termasuk daftar 

keluarga, cuti sakit, gaji 
dan pendapatan 
termasuk aset dan 

rekening bank, data 
pendidikan formal dan 

informal, serta hasil 
penilaian kompetensi 
pegawai 

Pasal 17 huruf h 
angka 3 UU No 14 Th 

2008 Informasi Publik 
yang apabila dibuka dan 
diberikan kepada 

Pemohon Informasi 
Publik dapat 

mengungkap rahasia 
pribadi, yaitu: 
keuangan, aset, 

pendapatan, dan 
rekening bank 

seseorang 

Dapat 
mengungkap 

rahasia pribadi 
seseorang yaitu 
keuangan, aset, 

pendapatan, dan 
rekening bank 

seseorang 

Menjaga 
rahasia pribadi 

seseorang yaitu 
keuangan, aset, 
pendapatan, dan 

rekening bank 
seseorang 

Selama jangka 
waktu yang 

dibutuhkan untuk 
perlindungan 
rahasia pribadi 

3 Dinas 

Komunikasi, 
Informatika 
Dan Statistik 

Kota Denpasar 

Informasi pada Dokumen 

Rancangan Kegiatan 
Anggaran yang belum 
disahkan 

Undang-Undang 

Nomor 14 Tahun 2008 
tentang keterbukaan 
Informasi Publik pasal 

17 

Dapat 

menghambat proses 
penyusunan 
ataupun 

pelaksanaan 
Kegiatan yang 
masih dalam proses 

pembahasan 

Dapat 

memperlancar 
proses penyusunan 
Rencana Kegiatan 

Anggaran 

Selama jangka 

waktu yang 
dibutuhkan dalam 
pengesahan 

dokumen 



4 Dinas 
Komunikasi, 

Informatika 
Dan Statistik 
Kota Denpasar 

Data Pribadi Pelapor 
pada (SP4N Lapor, PRO 

Denpasar dan PPID) dan 
Data Pengaduan yang 
bersifat tertutup (rahasia) 

pengajuan dari pengadu 

a. Pasal 17 huruf h 
UU No 14 Th 2008 

tentang Keterbukaan 
Informasi Publik  
b. Pasal 26 UU No. 19 

Tahun 2016 tentang 
Perubahaan Atas UU 
No. 11 Tahun 2008 

tentang Informasi dan 
Transaksi Elektronik 

Dapat 
mengungkap 

rahasia pribadi 
seseorang 

Menjaga 
rahasia pribadi 

seseorang 

Sampai pihak 
yang rahasianya 

diungkap memberi 
persetujuan 

5 Dinas 
Komunikasi, 

Informatika 
Dan Statistik 
Kota Denpasar 

Berita sandi, Spesifikasi 
sarana komunikasi 

sandi, Perangkat khusus 
persandian dan Kunci 
sistem sandi serta 

peralatan sandi dan 
tempat kegiatan sandi 

UU No. 14 Th 2008 
tentang KIP, Pasal 17 

huruf c angka 6 

Dapat 
membahayakan 

pertahanan dan 
keamanan negara 

Melindungi 
pertahanan dan 

keamanan negara 

Selama berita 
masih bersifat 

rahasia 

6 Dinas 
Komunikasi, 

Informatika 
Dan Statistik 
Kota Denpasar 

Data pribadi responden 
survei/penelitian 

UU No. 14 Th 2008 
huruf j dan ketentuan 

lainya dalam UU 
Perlindungan Data 
Pribadi 

Dapat 
membahayakan 

pertahanan dan 
keamanan negara 

Melindungi 
pertahanan dan 

keamanan negara 

Selama 
pengungkapannya 

membahayakan 
keamanan negara 

7 Dinas 
Komunikasi, 

Informatika 
Dan Statistik 
Kota Denpasar 

Peraturan Walikota 
Nomor 33 Tahun 2025 

tentang Manajemen 
Keamanan Informasi 

UU No. 14 Th 2008 
tentang KIP, Pasal 17 

huruf c angka 6 

Dapat 
membahayakan 

pertahanan dan 
keamanan negara 

Melindungi 
pertahanan dan 

keamanan negara 

Selama 
pengungkapannya 

membahayakan 
keamanan negara 

 
 

 



Bahwa Hari Kamis, 09 Juli 2026 telah terlaksana Pengujian Konsekuensi atau 

Pengubahan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan sebagaimana disebut 

pada tabel di atas dilakukan oleh: 
 
 

 
 



 

 
 



 

 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 



 

 

 



 

 

 

 



 

 
 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


